
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.489, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Penyuluhan Pertanian. 
Metode.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 52/Permentan/OT.140/12/2009 

TENTANG 
METODE PENYULUHAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan, diamanatkan melalui Pasal 26 
ayat (4) untuk ditindaklanjuti Mekanisme Kerja dan 
Metode Penyuluhan Pertanian; 

  b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
273/Kpts/OT.160/4/2007 telah ditetapkan Pedoman 
Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur 
mekanisme kerja penyuluhan pertanian;  

 c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas agar dalam 
penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian 
dapat berhasil baik perlu menetapkan Metode Penyuluhan 
Pertanian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
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(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4660); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3547); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5018); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/OT.140/2/2007; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 
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                       MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

METODE PENYULUHAN PERTANIAN. 
                       Pasal 1 

Metode Penyuluhan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 
sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

Pasal 2 
Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam 
penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.  

Pasal 3 
Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan 
pertanian.  

Pasal 4 
Mekanisme penyelenggaraan penyuluhan pertanian mutatis 
mutandis berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelembagaan Petani. 

Pasal 5 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian 
ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.                                                    

Ditetapkan di Jakarta 
    pada tanggal 4 Desember 2009 

       MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 

       SUSWONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Desember 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAM 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
  NOMOR  :  52/Permentan/OT.140/12/2009 
  TANGGAL  :  4 Desember 2009 
 
 

METODE PENYULUHAN PERTANIAN 
 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (SP3K) melalui Pasal 26 mengamanatkan bahwa 
penyuluhan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui metode penyuluhan 
pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan 
pelaku usaha. 
 
Metode penyuluhan pertanian merupakan cara/teknik penyampaian materi 
penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 
dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya 
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, 
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 
 
Agar penyuluhan pertanian dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan 
metode penyuluhan pertanian yang tepat sesuai kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha. Untuk itu diperlukan Peraturan Menteri Pertanian tentang Metode 
Penyuluhan Pertanian. 

 
B. Tujuan 

Metode ini  bertujuan untuk: 
1.  mempercepat dan mempermudah penyampaian materi dalam pelaksanaan 

penyuluhan pertanian; 
2. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelaksanaan 

penyuluhan pertanian; 
3. mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian.  
 

C. Pengertian 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses  informasi pasar, teknologi, 
permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
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2. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, 

agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 
hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 
teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

3. Metode penyuluhan pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi 
penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan 
dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya 
lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

4. Demonstrator adalah orang atau sekelompok orang yang memperagakan 
penerapan teknologi baru.  

5. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama 
adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.  

6. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi 
yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. 

 

II. METODE PENYULUHAN PERTANIAN 
 A. Metode penyuluhan pertanian terdiri atas: 

1. Teknik Komunikasi 

a. Metode Penyuluhan Langsung 
       Metode Penyuluhan Langsung dilakukan melalui tatap muka dan dialog 

antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha,  antara 
lain: demonstrasi, kursus tani, obrolan sore. 

b. Metode Penyuluhan Tidak Langsung 
Metode penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui perantara (media 
komunikasi), antara lain: pemasangan poster, penyebaran 
brosur/leaflet/folder/majalah, siaran radio, televisi, pemutaran slide dan film. 

2. Jumlah Sasaran  

a. Pendekatan Perorangan 

      Penyuluhan Pertanian yang dilakukan secara perorangan, antara lain: 
kunjungan rumah/lokasi usaha, surat-menyurat, hubungan telepon. 

b. Pendekatan Kelompok 

      Penyuluhan Pertanian yang dilakukan secara berkelompok, antara lain: 
diskusi, karya wisata, kursus tani, pertemuan kelompok. 

c. Pendekatan Massal 

      Penyuluhan Pertanian yang dilakukan secara massal, antara lain: siaran 
radio, siaran televisi, pemasangan poster/spanduk, kampanye. 


